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ABSTRAK

Dalam menangani perkara tindak pidana korporasi sampai saal ini belum
dapat dilkatakan sempurna Pemikiran aparal penegak hukum yang menganggap
korporasi merupakan  wadah bentukan manusia hal ini menyebabkan sulitnya para
korban menuntut ganti rugi terhadap pelaku korporasi melalui restitusi, apalagi
korporasi sering kali imenimbulkan korban yang bersifat abstrak karena jumlahnya
yang banyak dan sulit untuk diidentifikasi. Korban yang mengalami kerugian akibat
tindak pidana pelaku korporasi  harus mendapat perlindungan hukum. Untuk
itupenulis melakukan penelitian korporasidilakukandenganmcnggunakanMetode
penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode
atau cara yang menggunakan data sekunder dengan cara menelit bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat
diketahui bahwa Korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pelaku
korporasi harus mendapatkan perlindungan hukum dengan rpengajukaq permohonan
restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2016. Tetapi oleh karena masih banyak kelemahankarena PERMA Nomor 13
Tahun 2016 hanya mengatul tentang persoalan forma.l atau pmsec}ural pamun belum
mengatur hal-hal yang substansial, oleh karena itu perlu didukung Peraturan
Pemerintah Nomor 44 tahun 2008, Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 dan
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BAB |V
PENUTUP
Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran
sebagai berikut:
A. Kesimpulan

I Perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak
pidana yang dilakukan korporasi melalui permohonan restitusi yang
didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No 13 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008,
Unda.ﬁg-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan harus disebutkan dalam putusan
Hakim.

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016
Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korporasi belum berjalan efektif,
masih banyak memiliki kelemahan karena tidak mengatur hal-hal yang
substansial seperti menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, kapan
suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi, dan kapan suatu
perbuatan tidak dapat dibebankan kepada korporasi dan tidak menjelaskan
korporasi dalam bentuk non badan hukum, serta proses permohonan restitusi
yang belum jelas disamping harus adanya peningkatan mutu dan

pmfesionalitas dari aparat penegak hukum,
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